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SEKILAS EITI 
EITI adalah standar global yang mempromosikan transparansi pendapatan dan
akuntabilitas sektor ekstrakatif



EVOLUSI ATURAN EITI 

2003 EITI Principles

2005 EITI Criteria and Sourcebook (non binding guidance)

2008 EITI Validation Guide (binding requirements)

2011 EITI Rules and Validation Guide

2013 EITI Standard



PERSYARATAN EITI (EITI 
REQUIREMENTS) 

1. PENGAWASAN EFEKTIF OLEH KELOMPOK MULTI PIHAK
2. MEMPRODUKSI LAPORAN EITI TEPAT WAKTU
3. LAPORAN EITI HARUS MELIPUTI INFORMASI KONTEKSTUAL TENTANG SEKTOR 

EKSTRAKTIF
4. PRODUKSI LAPORAN EITI YANG KOMPREHENSIF HARUS MELIPUTI PEMBUKAAN 

SELURUH INFORMASI PENDAPATAN PEMERINTAH DARI SEKTOR EKSTRAKTIF, DAN 
PEMBUKAAN SELURUH PEMBAYARAN KE PEMERINTAH DI SEKTOR MINYAK, GAS 
DAN TAMBANG

5. PROSES PENJAMINAN KUALITAS (ASSURANCE) YANG MEMASTIKAN 
DIGUNAKANNYA STANDAR INTERNASIONAL

6. LAPORAN EITI HARUS KOMPREHENSIF, DIPROMOSIKAN AKTIF, BISA DIAKSES 
TERBUKA, DAN BERKONTRIBUSI TERHADAP DEBAT PUBLIK

7. KELOMPOK MULTISTAKEHOLDER MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH DAN 
PELAJARAN UNTUK MENGANALISA KELUARAN (OUTCOME) DAN DAMPAK DARI 
IMPLEMENTASI EITI



ATURAN EITI (EITI RULES)

A national multi-stakeholder 
group decides how their EITI 
process should work. Agrees EITI 
workplan with objectives linked 
to national priorities for the 
extractive sector.

This group publishes an EITI 
Report where government 
revenues and other data 
are disclosed and 
independently assessed.

The findings are analyzed and 
communicated to create 
public awareness and debate
about how the country 
should better manage their 
resources.
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What the EITI requires:
Legal framework & fiscal regime (§3.2 )
Register of licenses(§3.9)
License award/transfer process & any 
deviations (§3.10)
*Beneficial ownership (§3.11) 
*Contract/license disclosure(§3.12)

What the EITI requires:
Exploration activities (§3.3)
Production volumes & values (§3.5(a) & 
§3.4(e))
Export volumes & values (§3.5(b))
Economic contribution (§3.4(a)-(c))

What the EITI requires:
Taxes & primary revenues(§4.2(a)) 
In-kind revenues(§4.1(c)) 
Infrastructure/ barter provisions(§4.1(d)) 
Transportation Revenues(§4.1(f))

Production 
Data

Revenue 
Collection

Darimana datangnya
keuntungan?
Informasi yang 
dilingkupi sepanjang
keuntungan didapat



Sub-
National

SI

What the EITI requires:
Direct payments/receipts (§4.2(d))
Mandated sub-national transfers (§4.2(e))

What the EITI requires:
Employment §3.4(d) 
Mandated social payments (§4.1(e))

What the EITI requires:
Revenues recorded & not recorded in 
national budget  (§3.7)
*Earmarked revenues & 
budget/audit processes 
(§3.8)

Revenue 
Management

Kemana perginya keuntungan?
Informasi yang dilingkupi
sepanjang pembagian
keuntungan



 48 EITI implementing countries, 30 compliant countries, 17 candidate 

countries (USA and UK join in 2014), 1 country suspended. 

 Indonesia became compliant country in October 2014.

 Indonesia is the first EITI compliant country in ASEAN.



STANDAR BARU EITI (2013)

Perubahan utama:
1.Menstrukturkan dan mengklarifikasi

persyaratan
2.Menitikberatkan pada rencana kerja

(workplan) dan tujuan dari implementasi EITI
3.Mempresentasikan konteks
4.Menguatkan laporan EITI: 5 kunci perubahan
5.Menitikberatkan dampak dan validasi



1. KLARIFIKASI PERSYARATAN EITI 

EITI Rules (2011): 21 syarat EITI Rules (2011): 7 syarat



2. RENCANA KERJA/TUJUAN

Rencana kerja harus:
1. Menunjukkan tujuan implementasi EITI yang berkaitan

dengan prinsip EITI dan menunjukkan prioritas nasional untuk
sektor ekstraktif

2. Merefleksikan hasil konsultasi dengan stakeholder kunci, dan
didukung kelompok multi pihak

3. Mencakup kegiatan yang bisa diukur untuk mencapai tujuan
yang disepakati. Lingkup EITI harus disesuaikan agar dapat
berkontribusi dengan tujuan dan dampak yang disepakati
selama proses konsultasi



CONTOH: MONGOLIA



3. INFORMASI KONTEKSTUAL 

Laporan EITI harus mencakup informasi kontekstual berikut ini:
•Legal framework and fiscal regime (kerangka legal dan rezim fiskal)
•Contribution of the extractive sector to the economy (besaran
kontribusi sektor ekstraktif pada ekonomi)
•Production data (data produksi)
•State participation (role of SOEs, SOE social expenditures, ownership 
of assets) (peran BUMN/D, pembayaran sosial, kepemilikan aset)
•Distribution of revenues (distribusi pendapatan)
•License holders, license awards and transfers (kepemilikan ijin, 
proses dan transfer)
•Beneficial ownership (recommended) (beneficial ownership)
•Production contracts (encouraged) (kontrak produksi)



CONTOH: AZERBAIJA & KYRGYZTAN 



CONTOH: DATA PRODUKSI, TANZANIA 



4. MEMPERKUAT LAPORAN EITI

1. Penambahan aliran pendapatan: 
•Volume yang dijuan dan penerimaan yang didapat dari penjualanbagian
pemerintah/bentuk in-kind
•Pembayran sosial, jika diwajibkan di negara tsb. 
•Pembayaran sementara (transit), jika material/signifikan

2. Pembukaan penerimaan pemerintah secara menyeluruh
•Pembukaan penerimaan tambahan daeri pemerintah dibawah ambang
materialitas
•Penerimaan dari level daerah, jika material
•Transfer antara pemerintah pusat dan daerah, jika diwajibkan di negara ybs
•Transfer antara pemerintah dan perusahaan negara (BUMN/D) 



CONTOH: PERU, NORWEGIA



4. MEMPERKUAT LAPORAN EITI

3. Tingkat kerincian
Berdasarkan perusahaan, atau aliran pendapatan, atau by project



4. MEMPERKUAT LAPORAN EITI

4. Standar Kerangka Acuan dan prosedur untuk menproduksi laporan



5. Jaminan kualitas data pemerintah dan perusahaan
•Review sistem audit yang berlaku saat ini, dan sistem penjaminan data yang berlaku
di pemerintah dan perusahaan
•Sepakat bahwa sistem penjaminan harus disediakan (i.e. attestation, confirmation 
from external auditor etc.) 
•Assessment oleh Independent Administrator tentang kelengkapan dan akurasi data 
Laporan EITI

4. MEMPERKUAT LAPORAN EITI



5. DAMPAK DAN VALIDASI

Seluruh negara implementor diwajibkan
mempublikasikan laporan kegiatan tahunan, 
mendokumentasikan proses dan pengaruh, sesuai yang 
disepakati dalam tujuan di rencana kerja



USULAN SCOPING LAPORAN EITI 
2014



PENDAHULUAN  

• Sebelum melakukan proses pelaporan, rekonsiliasi dan publikasi, Laporan
EITI harus didahului oleh sebuah Scoping Study sebagai kerangka
pelingkupan laporan, jenis informasi, batas materialitas dan acuan
mendasar bagi sebuah Laporan EITI  

• Ruang lingkup laporan EITI Tahun 2014 harus memenuhi standard baru
EITI (EITI Standard, 2013)

• Kerangka Acuan (Term Of Reference) Scoping Study harus sesuai dengan
keputusan MSG EITI Indonesia – yang mengacu pada panduan standar
internasional

• Laporan Scoping Study harus melibatkan MSG, serta harus sesuai dengan
persetujuan MSG



Tujuan Scooping Study

• Tujuan Utama Scoping Study adalah untuk memberikan
acuan bagi penyusunan Laporan EITI 2014, yang 

meliputi ruang lingkup informasi (dan batas
materialitas) yang akan dipublish dalam Laporan-baik
jenis informasi yang akan direkonsiliasi maupun yang 

tidak direkonsiliasi dan informasi kontekstual, termasuk
rekomendasi bagi tindak lanjut temuan laporan dan

perbaikan kebijakan. 



Relevansi dan Cakupan - Umum

1. Memperkuat keterbukaan informasi untuk memastikan aksesibilitas, reliabilitas dan melengkapi
mekanisme keterbukaan sistem pemerintahan dan private sektor yang sekarang sedang berjalan

2. Penyertaan Data & Laporan EITI pada Portal/Laporan Pemerintah saat ini (misal, melengkapi LKPP)

3. Menyediakan informasi kontekstual terkait tujuan dan rencana kerja MSG, dan persyaratan EITI 
Standard

4. Aliran Pembayaran dan Penerimaan yang dilaporkan, termasuk batas materialitas yang wajar dan
dapat diterapkan

5. Tambahan aliran manfaat dari industri ekstraktif yang dilaporkan

6. Daftar perusahaan, BUMN dan Entitas Pemerintah yang akan melaporkan EITI

7. Realibilitas dan ketersediaan data, termasuk tinjauan praktek audit saat ini dan jaminan yang harus
disediakan oleh

8. Membahas beberapa kemungkinan keterbatasan untuk membuka data pada level tertentu



Informasi kontekstual

• Kerangka Legal/Regulasi

• Paparan Situasi Industri Ekstraktif, termasuk beberapa aktifitas eksplorasi signifikan

• Kontribusi industri ekstraktif terhadap perekonomian

• Data produksi dan ekspor

• Peran BUMN, penyertaan modal pemerintah, belanja quasi fiskal, dan komposisi kepemilikan

• Alokasi pendapatan dan distribusinya

• Ketersediaan dan komperehensifitas informasi registrasi publik dari alokasi ijin

• Ketersediaan data perusahaan yang terdaftar secara publik dari beneficial owner perusahaan
industri ekstraktif

• Kebijakan keterbukaan kontrak dan perijinan yang mengatur proses eksplorasi dan eksploitasi
industri ekstraktif



Rekonsiliasi Laporan

• Analisis aliran penerimaan sektor industri ekstraktif
(Migas, Minerba) – baik Level Nasional maupun Sub-
Nasional

• Analisis sistem penerimaan dan akuntansi keuangan
(Pajak maupun Non-Pajak)

• Analisis aliran penerimaan in-kind, penyediaan
infrastruktur serta skema barter – jika ada

• Pelaksana scooping study diminta untuk menjelaskan
ketersediaan, sumber data dan rekomendasi agar data-
data tersebut dapat diakses oleh publik



STRUKTUR/CAKUPAN: LAPORAN EITI

KOMPONEN SUB-KOMPONEN

A. KONTEKSTUAL 1. TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF (KERANGKA HUKUM, 
KELEMBAGAAN)

2. PERIZINAN

3. PENERIMAAN NEGARA

4. TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN HIDUP DAN TANGGUNG 
JAWAB SOSIAL

5. PENGELOLAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF

6. BADAN USAHA MILIK NEGARA



STRUKTUR/CAKUPAN: LAPORAN EITI

KOMPONEN SUB-KOMPONEN

B. REKONSILIASI 1. ANALISIS PENERIMAAN:
- ALIRAN PENERIMAAN (MIGAS, MINERBA, NASIONAL, 

SUBNASIONAL)
- SISTEM PENERIMAAN DAN AKUNTANSI KEUANGAN (PAJAK 

NON PAJAK)
- ALIRAN PENERIMAAN IN-KIND, PENYEDIAAN 

INFRASTRUKTUR, SKEMA BARTER (JIKA ADA)

2. DASAR MATERIALITAS  PERUSAHAAN YANG AKAN MELAPOR

3. METODE REKONSILIASI DAN BATAS PENELUSURAN 
REKONSILIASI

4. DAERAH YANG AKAN MELAPOR DAN TIPE PENERIMAAN



USULAN: SCOPING LAPORAN EITI 2014

KONTEKSTUAL PERDEBATAN & PERLU PENYEMPURNAAN

1. TATA KELOLA 
INDUSTRI 
EKSTRAKTIF 
(KERANGKA 
HUKUM, 
KELEMBAGAAN)

- Level kedalaman. Saat ini sudah cukup baik komprehensif, 
penting untuk memberi penjelasan lebih dalam. Misal: 
moratorium penggunaan kawasan hutan, sangat sekilas, perlu
dijelaskan mengapa, apakah berjalan, apakah efektif

- Data. Perlu disajikan data semaksimal mungkin yang bisa
didapat.

- Efektivitas. Perlu ditambahkan sejauh mana regulasi atau
praktek sekarang sudah atau belum efektif

- Jenis komoditas. Ditambah komoditas (pasir & hutan)?

2. PERIZINAN - List daftar nama pelelangan migas
- Informasi izin, termasuk koordinat peta, data harus dibeli
- Transparansi kontrak



PERDEBATAN DATA DI BAGIAN 
KONTEKSTUAL

1. MENGGAMBARKAN KONDISI APA ADANYA
2. MENGUMPULKAN DATA SEMAKSIMAL YANG BISA 

DIDAPATKAN DAN MENYAJIKAN DALAM LAPORAN
3. MENYIMPULKAN PERBAIKAN SISTEM DALAM 

BAGIAN REKOMENDASI
4. SELAMA PROSES PELAPORAN: LANGSUNG 

MERUBAH PRAKTEK/REGULASI YANG BERLAKU 
(TIDAK PERLU DILAKUKAN SELAMA PROSES 
PELAPORAN, TETAPI PENTING DI FOLLOW UP 
SETELAH PELAPORAN)



USULAN: LAPORAN EITI 2014

KONTEKSTUAL PERDEBATAN & PERLU PENYEMPURNAAN

3. PENERIMAAN
NEGARA

- Data eksport, belum rinci, sebaiknya dinyatakan dalam
scoping kedalaman rincian data eksport yang lebih dalam

- Sumber data, sebanyak mungkin berasal dari data 
pemerintah, walaupun perlu effort lebih (membeli data)

4. TANGGUNG JAWAB 
LINGKUNGAN HIDUP 
DAN TANGGUNG 
JAWAB SOSIAL

- Saat ini masih unilateral, mulai direkonsiliasi, bagian yang 
bisa direkonsiliasi



USULAN: LAPORAN EITI 2014

KONTEKSTUAL PERDEBATAN & PERLU PENYEMPURNAAN

5. PENGELOLAAN 
INDUSTRI 
EKSTRAKTIF

6. BADAN USAHA 
MILIK NEGARA

- Penambahan SOE yang masuk dalam laporan
- Saat ini baru informasi awal, bisa diperdalam



STRUKTUR/CAKUPAN: LAPORAN EITI

B. REKONSILIASI PERDEBATAN & PERLU PENYEMPURNAAN

1. ANALISIS PENERIMAAN:
- ALIRAN PENERIMAAN
- SISTEM PENERIMAAN
- ALIRAN PENERIMAAN IN-KIND

- Volume & nilai produksi: rinci dan
comparable

- Cakupan penerimaan in-kind ditambah
- Pembayaran sosial dimasukkan dalam

template

2. DASAR MATERIALITAS 
PERUSAHAAN YANG AKAN MELAPOR

- Sudah cukup baik
- Daftar SOE melapor ditambah



STRUKTUR/CAKUPAN: LAPORAN EITI

B. REKONSILIASI PERDEBATAN & PERLU PENYEMPURNAAN

3. METODE REKONSILIASI DAN 
BATAS PENELUSURAN REKONSILIASI

- Sudah baik, metode rekonsiliasi menyusur
semua bentuk unreconcile yang terjadi

4. DAERAH YANG AKAN MELAPOR 
DAN TIPE PENERIMAAN

- Ditambah jumlahnya, saat ini baru 3 pilot 
daerah pelapor


